
BUPATI GIANYAR 

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR 

NOMOR 123/E-12/HK/2023

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IT SECURITY ASSESSMENT 

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan 

publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan 

pengarahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik di Kabupaten Gianyar;

b. bahwa untuk mendukung keamanan pada beberapa aplikasi 

yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar pada 

beberapa aplikasi yang digunakan oleh Seluruh Perangkat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Gianyar perlu membentuk Tim 

Pelaksana dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas 

unsur terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan IT 

Security Assessment Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 

2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655);
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1655); 



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Rpublik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Bidang Komunikasi dan Informatika;

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
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tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Rpublik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

Bidang Komunikasi dan Informatika; 

6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 

tentang Standar Harga Satuan Regional (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Gianyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);

H Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 Standar 

Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa,, Rapat 

atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan 

Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);

12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 

2022 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan IT Security Assessment 

Pemerintah Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan 

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 

ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri 

dari :

1. Pengarah;

2. Penanggung jawab;

3. Ketua;

4. Wakil Ketua;

5. Sekretaris; dan

6. Anggota;

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu 

bertanggung) awab kepada Bupati dan mempunyai tugas sebagai 

berikut :

1. mengidentifikasi celah keamanan pada aplikasi untuk

menanggulangi adanya potensi kerentanan yang dapat
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
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dimanfaatkan oleh pihak eksternal maupun internal untuk 

melanggar kebijakan keamanan atau perusakan system 

elektronik;

2. melakukan uji coba penetrasi, eksploitasi dan validasi 

terhadap kerentanan yang ditemukan pada aplikasi;

3. Melakukan penilaian tingkat resiko kerentanan yang

ditemukan pada aplikasi;

4. Mengetahui efektivitas system deteksi dini, pencegahan

serangan dan penanganan insiden yang digunakan;

5. Menjamin kerahasiaan, inetgritas dan ketersediaan data 

maupun layanan aplikasi; dan

6. Membantu proses penguatan dan proteksi aplikasi;

KEEMPAT : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan 

honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam 

lampiran keputusan ini.

KELIMA : Kepada Anggota Tim unsur dari BSSN sebagaimana dimaksud 

pada diktum kesatu juga diberikan biaya perjalanan dinas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan 

ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar.

pada tanggal, 6 Januari 2023

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Bali.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Inspektur Kabupaten Gianyar.
6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gianyar.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 123/E-12/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IT SECURITY 
ASSESSMENT PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IT SECURITY

ASSESSMENT PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO JABATAN/NAMA JABATAN DALAM TIM HONORARIUM 
ORANG/BLN

1. Bupati Gianyar Pengarah Rp. 1.500.000,-
2. Wakil Bupati Gianyar Penanggung Jawab Rp. 1.250.000,-
3. Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika
Ketua -

4. Sekretaris Dinas Komunikasi 
dan Informatika

Wakil Ketua -

5. Kabid. Persandian dan Statistik Sekretaris -
6. 5 Unsur dari BSSN Anggota Rp. 750.000,-
7. 2 Pranata Komputer Ahli Muda Anggota -

BUPATI GI. 'A

MADEMAHAYASTRA

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR 

NOMOR 123/E-12/HK/2023 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IT SECURITY 
ASSESSMENT PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 
2023 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN IT SECURITY 

ASSESSMENT PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 

NO JABATAN/NAMA JABATAN DALAM TIM HONORARIUM 
ORANG/BLN 

I. Bupati Gianyar Pengarah Rp. 1.500.000,- 
2. Wakil Bupati Gianyar Penanggung Jawab Rp. 1.250.000,- 
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Ketua - 

Informatika 
4. Sekretaris Dinas Komunikasi Wakil Ketua - 

dan lnformatika 
5. Kabid. Persandian dan Statistik Sekretaris - 

6. 5 Unsur dari BSSN Anggota Rp. 750.000,- 
7. 2 Pranata Komputer Ahli Muda Anggota - 


